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TINJAUAN PUSTAKA

MENGENAI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana
kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan
bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas.
Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah
pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan
langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem
pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di
antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui
perwakilan, kedaulan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip
kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas.
Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek
dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad ke- VV Sebelum
Masehi (SM). Demokrasi atau demokratia merupakan suatu ungkapan yang terdiri

dari kata demos sinonim kata populous yang berarti rakyat dan kratia yang berarti
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pemerintahan atau wewenang. Olehnya itu demokrasi dapat diartikan sebagai
pemerintahan oleh rakyat?,

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis)
dan istilah (terminologis). Secara etimologis, "demokrasi” berasal dari dua kata yang
berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos atau
cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan
rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau
dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya :

1. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas
suara rakyat.

2. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan
dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau
tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa.

3. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi

sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab

'Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap PemiluDPR/DPRD
,Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008,hIm. 315.

2Azyumardi  Azra. . Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Mayarakat Madani. PrenadaKencana Jakarta 2000:. HIm. 110
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5.

atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang
bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para
wakil mereka yang telah terpilih.

Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan
secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu
negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya
pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian

dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan

berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, Yyaitu pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung

pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat

pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting

karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan

pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat

yang diberikan kepadanya.
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Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalahsebuah
metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.\Warga negara
diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik
yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat
mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di
antara pemimpin- pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi®.

Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yangmemberi
peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan
menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang
setara secara politis sebagai sifat dasardemokrasi.

Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan
kedaulatan (soverignity) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah?.

Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimanademokrasi
tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi
hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana
mekanisme penyampaian hak-hak tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak berarti
rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat

mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu

3George Serensen,2003. “Demokrasi dan Demokratisasi”.Yogyakarta : PustakaPelajar.HIm.14.
4Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu
DPR/DPRD ,Jurnal Innovatio Vol.VI1I, No.14 Edisi Juli-September 2008,hIm. 318.
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cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagaigovernment by the people,
either directly or through representative.
Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi :

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang- undang dan
pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara
berkala.

2. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala
tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang
bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaaan.

3. Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari
demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan
dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk
itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga
negara dalam menjalankan hak politik.

4. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan
sosial dan egaliterianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan
publik.

5. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa
dengan yang dikuasai.

6. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-
kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit

yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
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7. Demokrasi langsung, yang mana lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai
lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat
eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (Pemilu) oleh rakyat secara
langsung.

8. Demokrasi tidak langsung, yang mana lembaga parlemen (sebagai wakil
rakyat) dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaian dengan
kehidupan masyarakat dalam hubungannya denga pemerintah dan negara. Hal
ini berarti rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah.
Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan

pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya
mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh
rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah hidupa Indonesia. Bangsa
Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu
setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap
rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara Kita. Pancasila sendiri
dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada
akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi.
Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjug tinggi nasionalisme yang
didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan
bernegara. Yang pada akhirnya tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri

kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan
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salah satu tujuan sederhana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa
Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kami bahas dibawah, semoga dapat membantu Anda
menyelesaikan makalah Pancasila.

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas
kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat,
yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan
kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan
berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh
rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi
harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan
dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat

kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Dalam demokrasi Pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni °:

5 Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya.HIm 27.
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1. Asas kerakyatan, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat,
manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan
atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat.

2. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan dan
menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum
permusyawaratan dalam rangkapembahasan untuk menyatukan berbagai
pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih
sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahgiaan bersama-sama

Pada kenyataannya kini, demokrasi Pancasila di Indonesia telah dinodai oleh ulah
wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan
semata dan melupakan apa yang saat ini dialami oleh rakyatnya. Begitu banyak warga
miskin di Indonesia, mereka sangat butuh bantuan dari pemerintah.

Bukan hanya itu, aspirasi rakyat Indonesia untuk Indonesia yang maju dan lebih baik
pun seakan dianggap angin belaka, aspirasi rakyat seperti ucapan yang begitu saja
mengudara namun menghilang entah kemana. Kini, demokrasi hanya isapan jempol
belaka, pada kenyataannya saat ini di Indonesia kekuasaan bisa mengalahkan
kedaulatan rakyat.

Lain halnya dengan demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI1945
ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan
tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
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Sebelumnya yangdikenal — adalah  negara yang  berdasarkan  atas hukum
(rechtsstaat).Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep Rule of Law,dengan
berpedoman pada sistem hukum eropa continental.®

Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di
tangan rakyat.Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang
mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum
yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari
seluruh rakyat.’

Proses inilah yang secara teoritis disebut kontrak sosial antaraseluruh
rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat
disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan
pemerintahan.Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara
hukum.Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan
rakyat.Oleh karena itu,hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.®

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila merupakan budaya
demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-
prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut..

1. Perlindungan hak asasi manusia

2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah

®Martha Pighome, * Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur
Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei
2011, him.336

"Ibid.

®lbid.
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3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang
lainnya.

4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat.

5. Sebagai pelaksanan dalam pemilihan umum

6. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat
2 UUD 1945)

7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan
YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.

9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional

10. Pemerintah menurut hukum

Demokrasi tidak dapat dibahas secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan
konsep negara hukum,karena negara hukum merupakan salah satu negara
demokratis, dan  demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk
mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis).Secara
substansial, maknademokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan
dengannormaberupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan
kekuasaan.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaiamana terdapat dalam Pasal

1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh
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rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”.Maka kepala negara yang sebelum amandemen
dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada).
Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik.Di samping itu
demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik
dibidang politik,ekonomi, dan lain-lain.Demokrasi dibidang ekonomi disebut
demokrasi ekonomi.Demokrasi ekonomi dandemokrasi politik oleh Bung Karno
disebut sebagai Sosio-Demokrasi.®

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan
dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan
rakyat.Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat
dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up
melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program Kkerja
pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat
yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan

saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Djauhari, “Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”, Jurnal Hukum 16(2) Juni
2006,FH UNISULA Semarang, him.323.
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Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti
yang lebih luas.Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan
rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna
kedaulatan rakyat.Perananya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu Pemilu sering
dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari
sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem
pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun
seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa
hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-
faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri (). Ada empat faktor utama yaitu *°:

a) Negara hukum (rechtsstaat dan rule of law)
Konsep rechtsstaat adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara,
pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep
dari rule of law yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, adanya
kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law), serta

adanya jaminan perlindungan HAM.

O1bid : 117 - 121
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b)

Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari
negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya
supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan
pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan
mandiri.

Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari
pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang Kritis dan berpartisipasi
aktif, serta masyarakat yang egaliter.Masyarakat yang seperti ini merupakan
elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi  yang
terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang
menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan
mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya
perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol), kelompok
gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan, Partai politik
merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-
kebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat,

yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah
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organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya.Kelompok kepentingan
atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang
didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.
Dikaitkan dengan demokrasi, menurut Miriam Budiardjo, parpol memiliki empat
fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik,
sebagai recruitment kader dan anggota politik, serta sebagai sarana pengatur
konflik. Keempat fungsi tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai
demokrasi, yaitu adanya partisipasi serta kontrol rakyat melaui parpol.Sedangkan
kelompok gerakan dan kelompok kepentingan merupakan perwujudan adanya
kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan
oposisi terhadap negara dan pemerintah.

d) Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang
obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat
dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu

dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum
1. Pengertian Pemilihan Umum
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi.Dengan
demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan

bernegara, yaitu dengan jalan memilihwakil-wakilnya yang pada gilirannya akcan
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mengendalikan roda pemerintahan.Hasil pemilihan umum yang diselengarakan dalam
suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,
dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan
partisipasi masyarakat*®,

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara
untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka
inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu
para warga negara menentukan apakah sebenarnyayang mereka inginkan untuk
dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto,pemilu adalah sarana demokrasi yang
penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam
kehidupan kenegaraan®2.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu
merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda
pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harusdisertai dengan kebebasan dalam
arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin
tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula
penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat
kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan

anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka

1Miriam Budirjo. Dasar-Dasar llmu Politik. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), him.
461.
12RamlanSurbakti. 1992.Memahami lImuPolitik.Jakarta:PT.Grasindo, him. 15
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dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam
menyelenggarakan pemilu®®

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No
10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut
menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan
sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus
menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu
akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui
wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat

yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara

13Gyahrial Syarbaini,dkk. Sosiologi dan Politik.(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), him.80
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langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung.
Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi
Indonesia ada yang bersifat langsung (direct democracy) dan ada pula yang bersifat
tidak langsung atau (indirect democracy) atau biasa juga disebut sebagai sistem
demokrasi perwakilan (representative democracy).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara lansung dapat
dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

a) Pemilihan Umum (generale election);

b) Referendum (referenda);

c) Prakarsa (initiative);

d) Plebisit (plebiscite);

e) Recall (The recall);

f) Mogok Kerja;

g) Unjuk Rasa;

h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan
pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan
pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara
tertulis, kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan berserikat
(freedom of asocation) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum
perburuhan.Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat

mutlak.Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk
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misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak
langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan
sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD
sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat
dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan
demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan
proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-
undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-
upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik
tertentu yang a kan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan
pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan
umu ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara
langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui
sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik

untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga
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eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD
dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD

Kota.
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